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SRR IDengan mengucagkan Puji syukur Lehaduat Allah SWT, Penyusunan Revlu

Indlkator Kmer_]a Utama (IK ) pada Pengadllan Negen Muara Bulian Kelas I1 telah clapat

_diselesaikan. wau IKU ini adalah merupakan ukuran| keberhasilan darl suatu tu_]uan atau

sasaran strategis sebu§h organisasi. ! , _
i
Penyusunan Reviu IKU Pengadilan Negen Muara Bulian Ke]as II ini mengacu pada

Sural Keputuspn Ketua Mahkamah Agung RI Nomor - I?J/SEKHSKJIQOZZ tamcgal 31

~Januari 2022 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadlian ngkat Banding dan

Tingkat Pertama.

Dengan dilandasi semangat pembaharuan tersebut, kami berharap Reviu Indlkator

Kinerja Utama (IKU) Pengadllan Negeri Muara Bulian Kelas 11 ini dapat dl_manfaatl\an

sebagal

I. Bahan untuk mempero]eh mfom‘lam Llnerja dalam penyelenggaraan manajemen
administrasi,

[

Bahan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran
organisasi yang digunakan untuk memperbaiki kinerja

Demikianlah semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan b.imbingan
dalam menggapai cita-cita Visi Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II yaitu :

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”.

}
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A.LATAR BELAKANG

Peran Pengadilan pada hakekatnya adalah pelayan masyakarakat, hasil
utama | yang diharapkan dalam penyelenggaraan Peradilan adalah
| pelayanan publik yang baik sesuai yang diamanatkan didalam Undang-
i Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kita sadari
I : “bahwa kondisi -penyelenggaraan-pelayanan publik-masilh-belum-sesuai
! dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Negeri Muara Bulian
| Kelas I wajib untuk : (a) mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayaan
: public yang layak; (b) menyelenggarakan pelayanan public sesuai dengan
peraturan. perundang-undangan  yang  berlaku; (c) Memberikan

perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik ditetapkan  Mahkamah agung RI dalam
—_l sebagian besar belum dapat memberikan  melaksanakan kewenangan  di  bidang
kepuasan kepada masyarakat dalam  penanganan perkara. IKU ini sejalan dengan
memberikan pelayanan, walaupun sudah ada yang ditetapkan oleh Konsorsium Internasional
. beberapa . penyelenggaraan pelayanan publik  untuk keunggulan lembaga Peradilan (
yang berhasil memberikan kepuasan kepada | International Consortium for Cl'uurl Exelence)
masyarakat. Dalam rangka meningkatkan . ! .
. kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri | Pengadilan _Negeri_Muara Bulian |
Muara Bulian Kelas II telah mendorong setiap  Kelas I sejak tahun 2015 telah mengguriakan !
bagian pti'layanan untuk mteningkalkan kulitas  Teknologi [Informasi terintegrasi (Integreted 1
i Pelayanan _publiknya _sesuai _peran yang Information Technology), yakni aplikasi Sistem |
i diamanatkan dalam lindang-Undang N;omor 25 Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Melalui
-’ tahun 2009 yaitu dengan (1) merumuskan aplikasi ini tidi}: hanya menjadi alat bantu bagi
I} __kebijakan nasional tentang pelayanan public (2) pencaﬁ keadilan untuk melihat perkembangan
melakukan pemantauan dan eﬁélué?i kinerjal proses penanganan Iihéfl_c-z;fanya “namun juga
penyelenggara pelayanan | publik  (3)  membantu dalam hal produktifitas penyelesaian
. kompetisi inovasi pelayanan publik ; ' perkara bagi majelis hakim dan Panitera hingga
W Demi moderhisasi peradilan dan dapat melaksanakan one day niinute dan one day
' melaksanakan Indikator’- Kinerja Utama yang  publish serta sebagai alat ﬁengawasan oleh

e —

_indiktor Kinerja Utama

ndiktor Kinerja Utama | . 1

| |
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Dirjen Badilum dan Mahkamah Agung terhadap | - i T SNy ;_‘ l .
kepatuhan aparatur peradilan terkait jangka R
waktu penanganan perkara.
L S PRSI SIS SN T
| o
“Pengadilan negeri Muara Bulian Kelas II telah berhasil mp"l'ﬁk?sﬁah'alééfi_penmgkatan produkfifitas
penyelesaian perkara dengan didukung program dukungan lainnya,
~ Implementasi pelayanan Publik — ' i S _‘ “’" o
Pembebasan Biaya ‘ ‘
|
Pos Bantuan Hukum ‘ ‘ l l
11 e Upaya }]‘emr@tétan Pél'a'yanan Publik ! Y | T T
! | | 1
; 1. Akreditasi penjaminan Mutu '
) o PenJaJmnan Mutu Badan Peradilan Umum dari Mahkamah Agung'berdasarkan Keputusan ~—
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1331/DJU/SK/OT01.3/7/2017 Tentang
Penetapan Nilai Akreditasi penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2017
Untuk Pengadilan Negeri Muara Buhan Kelas II, bertanggal 19 Juli 2017, dengan nilai 703 -
g dan Akred:tam A (Fxceﬂem) . |
| | e |
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2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pelayana Terpadu Satu Pintu yang biasa disingkat dengan PTSP adalah “pelayanan
Administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari
tahap pennohonan adminsitrasi, ' pengaduan, pendafiran perkara, pembayarap dan

N ipengemballan panjar blaya pcrkara hin gga penycrahan produk Pengadilan me["Tm satu pmru

— —— --—,‘ — e —— e

| Terpadu Satu Pintu ( PTSP )

_| pada Pengadilan Negeri Muara

! Bulian Kelas IT telah dimulai
tanggal 9 Nopember 2017

bersamaan dengan

diresmikannya Pelayanan

= Terpadu Satu Pintu (PTSP) di
Pengadilan Negeri Muara
Bulian Kelas II. Tata Kerja
Penyelengaraan Layanan
Terpadu dilaksanakan
berdasarkan jenis- layanan
baik  teknis
~administrasi  di Pengadllan
Negeri Muara Bulian Kelas 11,
meliputi: Pelhyanan

SRSy NES S

Pidana, Pelayanan

Kep‘amteman —Perdgta,
‘l Pelayanan Kepaniteraan
————4—Kep

~Hukum,

ieraan
Pelayanan Bagian Umum dan
Keuangan

e

——

i 1

maupun

| S—

| L

Terpadu Satu Pintu it dapat
berjalan optimal dan efektif
serta  dapat  memberikan
kemudahan kepada
masyarakat pencari keadilan
dalam mengakses layanan
pengadilan secara sederhana
cepat, murah, mudah,
transparan, akuntabel, tepat,
pasti dan terukur jangka
waktunya (direct service) serta
efektif, efisien dan ekonomis,
maka telah ditetapkan
kebijakan ' untuk
menoutamakan proses yang
dilakukan satu pintu secara

sekaligus untuk-semua urusan

layanan |peradilan  dengan
memperhatikan seluruh tug

—dan . wewenang—pelayanan.—

utama di  bidang | teknis

| |

~ Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

Pelaksanaan HBclayanan ﬁSupaya‘chlayanan _Pt.layaaan_ ~administrasi pcradllan dan

bidang kesckretariatan;
Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(One Gate Integrated Service)
dilakukan secara bersama-
sama oleh semua Panitera
Muda dan Kepala Sub Bagian
yang ada di Pengadilan Negeri
Muara Bulian Kelas II dalam
waktu dan  tempat yang
bersamaan  (front  office),
dengan  menunjuk = petugas
khusus untuk bertugas di o
secara bersamaan dan dalam |
menjalankan {tugas, petugas |

y 'tersebut akan—diawasi |-dam———

Muda| dan Kepala |Sub
~Bagian—secara—bergantian—
dan terjadwal;

i l \

S—— _]__,,_‘.. —t

B
dlpllnqm oleh para Panitera 'I
|
.




READU SATUPINTU(PTSP)
ANLAVESE R R AR L BN

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II

| y
i

Pelayanan Terpadu Satu/ Pintu (PTSP) dibentuk dengan tujuan mewujudkan proses peradilan yang

— sederhana, cepat dan biaya ringan serta memberikan pelayanan yang mudah, pasti, terukur dan bebas
! dari korupsi kepada pencari keadilan sehingga terjaga independensi dan implementasi aparatur
| Pengadilan Negeri. i ' |

Layanan Inti PTSP
1. Permohonan Informasi

Adalah kegiatan memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan
tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk
menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Surat keputusan

Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi
di Pengadilan

17 2. Pengajuan Keluahan/Pengaduan : e e
| Adalah proses yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran konfirmasi, |
! ~ Klarifikasi penelitian, pemeriksaan, pelaporan, tindaklanjut dan pengaxfsipan, terhadap |
— 1 laporan yang méng!andung-iﬁfonnasii atau-:indikasi-terjad_inya- pelangaran terhadap-Kode Etik———
dan Pedoman Perilaku Hakim. Pe anggaran Kode Elik dank ode prilaku panitera dan
‘l Ji}msita. Pelanggarlhn terhadap kode‘ etik dan kode perilaku Pegawai Apartur Sipil N%;ara,
———————— —Pelanggaran-hukum-acara-atay - pelanggaran-ter dap-disiplin-Pegawai Ngeri-Sipillatau— |
Peraturan disiplin meliter, administrasi dan pelayanan | public dan atau pelanggaran
pengelolaan ﬁeuangan dan Bm‘:ang Milik Negara | [

)

|
1

i

— et —— — — s - N - .,.‘.I_ — —e . - —_— .._;_.__... --..y..i-_ —— ———— !
| 3. Pendaftaran perkara | ‘ ,'
‘ Adalah  layanan bagi  masyarakat pencari  keadilan  untuk mendaftarkan
NCT: S gugalam’pennnhrnannya} ‘mengajukan upaya hukum banding, pendaftaran permohonan
} .r

|
{ |

— e S —

' Indiktor Kinerja Utama o _ _ 4




|

peraturan perundang-undangan !

konsinyasi, pendaftaran permohonan eksekusi dan layénan lainnya yang diatur dalam l

4. Pembebasan Biaya _
- Adalah layanan bagi masyarakat pencari keadilan meliputi penaksiran panjar biaya perkara, |
; ‘Ipemberian surat kuasa untuk menbayar, i:;embayaran PNBP, pengembalian sisa panjar,
L penyerahan bukti-bukti pembayaran danjlayanan linnya yang diatur dziilam peraturan

* perundang-undangan

| |
| |

J | | 1

'; ‘ 5. Penyersﬂl’han Produk Pengadilan ’

T T T T Adalak layanan bagi masyrakat pencari keadilan meliputi penyerahan/pengembalian salinan 7
1: putusan/penetapan, dan dokumen-dokumen resmi Pengadilan  yang ditetaﬁkan oleh

F Peraturan perundan g—undanfgan 1 f ]'

- ._......!,__._..._._ - e s —— S . —— it - | - S —-- &

|
6. E-Courl_t -
Adalah “layanan bagi pengguna terdaftar untuk mendaftarkan perkara- secara online.
Mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online. Pembayaran secara online.
Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan persidangan yang dilakukan

—— e

secara elektronilg. _
__{ s
'|
| | | |
e t | |
| | | | | |

_Indiktor Kinerja Utama 5




Fungsi mengadii {jucial power)
yakni memeriksa don mengadil
perkara-perkara yang menjedi
kewenangan)

Furgd nashal, yakni memberikan perfmbangan dan .
nasinat tentang hukum kepada isntensi pemedinich

Fungsi Pembinaan, yakni memberikan

pengarahan diwikryah hukumnya,

menyangvut teknis yusdisial,

odministars percdilan, administrasi

umum, periengkapan. kevangan,

kepegawaian dan pembongunon
Fungsl adminishasl, yakni merlenggarckan odminsiiasi
umum, kevangan dan kepegawaion serfa lonnya
untuk mendlkung pelavsanaan tugas pokok feknis

| cerodion don aaministras percdian

fungy pengaviasan yakni mengadkan

pengawasan peleksenaan tugas den

fingkch lok hakim, pejona siuctural don %
-

pegawai terhadap pelaksanaan adminsitrasi i --;J
perkara dan cdministrasi umum ofeh kakim pengawas bidang

a3

{ o .l T P o | 1 B
| ( : |
| | | | |

e f . _
| | | | |
L S S (X . (. | e L T R E et
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1.KETUA DANWAKILKETU& el Ui ssmouse o i Yot
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bo

E
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|

———— e

f S ORE 3R ‘ B o L,Menjag,a agar penyclenggaranan peradilan tl.selenggazau .deﬁgan.waja::dan
'I. l seksama I 1 1 - i l
{
l | AR

Men’gatur Pembagian tugas para hakim, pembagian berkas perkara dan surat-
surat yang berhubungan dengan perkara yang dlz-uukan kepada majelis hakim _

untuk diselesaikan ; .' ‘ ]
Mengada‘tan pengawasan dan pclaksanaan tugas dzm tingkah laku hakim, ‘
panitera , sekretaris, pejabat structural dan fu‘ngsxonal serta perangkat !
adminsitrasi peradilan didarah hukumnya |

2. MAJELIS HAKIM

Melaksanakan tugas kekuasaan kehaklman didaerah hukumnya

3. PANITERA

a.

Q

-F'Q'Q

b. Pelaksanaan reglqtram perkara gugatan permohona
. - Pelaksanaan distribusi perkara yang telah dereglstq untuk ditéruskan  kepada |
Majelis Halam berdasarkan Penetapan majells Hakim dan Ketua Pengadllan
Pelaksanaan penerimaan kembali berkas yang, telah dlij
T ———¢—Petakyaman pembentahuamsrputusan 11ngkat pertama kepadapara plhak YTI g
\ [ tidak ahdir ]

_ £ Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat bandmg, kasasi, PK

Melaksanakan koordinasi, pembnaan dan pengawaan pelaksanaan tugas dalam
pemberian dukungan dibidang teknis

“Pelaksanaan pengeolaan-adminstrasi-perkara-perdata

Pelaksanaan pengeloaaan adminsitrasi perkara pidana |

Pelaksanaan pengelolaan adminsitrasi perkara, penyajian data perkara dan
tarnsparasi perkara

Pelaksanaaan adminsitrasi yang berasal dari APBN dalam program teknis dan
keuangan perkara yang dittapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan,
minutasi evaluasi dan adminsitrasi kepaniteraan

Pelaksanaan mediasi

Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan negeri

PANITERA MUDA PERDATA | |
. 1 . Pelaksanaan pem riksaan dan penelmém kelengkapan berkas }]aerkaraﬁjerdata' K[“

N

utus dan dlmmutasn

] T i kepada para pllnak

__Indiktor Kinerja Utama o o 8
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g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dmihonkan banding, ' o
kasasi dan PK | f

h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan=upaya hokum I\Fpada
~'para pihak yang menyampaikan relass penyerahan isi; /putusan kepada Pengadilan———1——
Tinggi dan Mahkamah Agung ' 1 ‘
- ‘ IPelaksanaan penenmaan konsinyasi ‘!
J Pelaksanaan penerimaan permohonan eLsekusn { I
k. Pelaksanaan penerimaan perkara yang mempunual kekuatan hokum tetap J
I Peiaksanaan penyerahan ‘berkas perkara yang sudah berkekuatan hokum 1 —
l- L tetapkepada Panitera Muda Hukum !
n

.._.-J-.-_._.__.._.___!_..,...,__ — .

m. Pelaksanaan usuran tata usaha kepaniteraan | |
. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

"PANITERA MUDA PIDANA

a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana
b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana
c. Pelaksanaan penermaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada
termohon i -
d. Pelaksanaan distribusi pefkaa yang' telah deregister untk diteruskan kepada Ketua
Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis haki dari Ketua
Pengadilan
¢. Pelaksanaan Perhitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan
f. Pelaksanaan Penermaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari
penyidik
g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang telah diputus dan diminutasi
h. Pelasaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang
tidak hadir
i. Pelaksanaan pemberitahuan putusan banding, kasasi, PK kepada para pihak
} J.  Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dlmohOnkan
| banding, kasasi, dan PK | - ’ ;
——k Pelaksanaan pengawasanterhadap pembentahuan isi putusan kepada‘parzrmhak“““;- #

dan penyampalan relass penyerahan 1s1 putusan kepada Pengadllan Tinggi dan !
. Mahakamah Agung | ' ‘

e e S - S o I = == SRS\ S,
Il Pelaksanaan pembentahuan ;51 putusan upaya hokum kepada Jaksa penuntut umum
dan terdakwa , | | ;.

' ---‘ﬁ-Peleck‘.anaan penenmaan permohonan eksekusi e ; S T

n. Pelaksanaan penyimapan berkas perkara yangbelum mempunyal kekuatan hokum
| o Pelaksanaan penyerahan berkasperkara yang sudah berkel-.uatan hokum tetap
] | kepada Pamtem Muda Hukum
|

m
!

nd:ktor Kinerja Utama _ _ 9
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p. Pelaksanaan urudan tata usha kepaniteraan o e W AT ST

q.

a.

b.

C.

=X W Eelaksahaan penataan, penyempurnaan dan pemeliharaan arsip perkara_ :
. Pelaksanaan l\#arjasama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara 1
L

Pelaksnaaan fungsi lain yang diberkan oleh panitera : ._ !
i

|

PANITERA MUDA HUKUM | Tl R T

iPelaksanaan pengumpulan pengelolaan dan penya_llan data perkara J 1
Pelaksanaan pcnyaj lan Sta"stlc perkara KSR 5

Pelaksahaan penyusunan dan pengiriman pelap(}ran perkara ; i

Pelaksanaan penyiapan, ﬁengeloiaan dan p:knya_uan bahan-bahan yang berHaltan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

PANITERA PENGGANTI

o e o

=

Membantu hakim dengan mengukuit dan mencatat Jjalannya persudangan
Membuat Berita acara persidangan

Membantu hakim dalam persdiangan

Membuat penetapan hasi siding

Menetakan penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau
dirubah jenis penahanannya

Mengetik putusan

Melaporakan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan
hari sidang, perara yang sudah putus berikut amar putusan

Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Mudan bersangkutan bila telah
selesia dimintasi

Menginput dalam SIPP

] | JURUSITMJURUSITA PENGGANTI

a.

......

b.

g Me]akukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengdn telm melihat lokasi

- hMengumpulkan pengumuman—pengumuman! teguran-tegra

Melaksanakan semua perintah yang dlberkan oleh Ketua Pengadllan | Ketua Majehs ;

dan Panitera i | |
Mclal\sanakan pemanggilan atas [genntah Ketua Per‘gadilan attl atas perintah H |

—e

kim
proses-pross-- dan-—
pembentahqan putusan pengadllanmenurut cara-cara berdasarkan ketentuan
perundang—undangan .f |

batas-patas tanah yang disita beseta surat-surat yang syah apabla menyita tanah

b

|

_Indiktor Kinerja Utama | 10
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| SUB BAGLAN UMUM DAN KEUANGAN

e —

]

€. Membuat berita acara penyitaan yang Salinan resminya diserahkan kepada pihak-
pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penTitaaan

i
sebidang tanah {l
- - | e
SEKRETARIS |
B éf“'Penjliaiqzih'Béihﬁn pélél_ksanaan;iirﬁ'san péﬁﬁf:ﬁﬁ;én program dan anggaran I
b. Pelaksailaan urusan Kepegawaian ‘ |
- -G._Pelaksanaan urusan kevangan | |

. Penyiapan balian pelaksanaan penataan organisasi dan tatailaksana f
. Pelaksanaan p‘engelolaaniteknologi informasi dan statistic |

keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan ; .
g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi  serta
pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas I

SUB BAGIAN PEREN'CAMAN, TEKNOLOGI INFORMASI
DAN PELAPORAN

Melaksanakan penyipan bahan pelaksanaan perencanana, program dan anggaran,

penegelolaan teknologi informasi dan statistic serta pelaksanaan pemanaian, evalsuasi dan
dokumentasi serta pelaporan

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA
LAKSANA

Melaksanakan penyiapan bahan pelakssanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan

tata laksana

Melaksanakan-- penyiapan~~--pelaksqnaan’---—-urusan——su_‘rat-‘- menyurat;—arsip; - perlengkapan;—
kep | tokolan, hubui1gan masyaraka?, perpustakaan serta pengelolaan keuangan

- ..-—-L-....._.,._._,___,‘l._‘..‘__ e — - b —

'. f :
l | | i !
| 1 ! -;
i | g

il

ndiktor Kinerja Utama -

!

_ . ! i.
. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,

e
' 1

!
.

—— —— s, e e —— S,
| l
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[ Laporan Indik iir Kinerja Utezlma men:ggambarkan ukuran keberhasilan éari suatu tujuaidan
——————r—l_5ag ran—strate[gis sebuah - orgqnsas:iusebagai-- acuan’ -untuk«pe_rbailflan»—k-ineljan--di asg————
mendatang. Review IkU disusus;n dengan sistema?ika sebagai berIkut 2 ! (
1 : 1 5 i
'BABI  :Pendahuluan, menggmbarkan Latar Belakang, hal-hal umum tentang keadaan
| engadikan Negeri Muara Bulian kelas I, Tugas Pokorfl dan Fungsi dan siste
matika penyajian ! -
BAB II : Indikator Kinerja Utama, menggambarkan Pedoman umum penetepan Review
| IKU | - : ; =
BABIII  : Penutup, menjelaskan kesimpulan
| | | |
. | _ _ ]
4 i 1 1] *
| | | | R
el T f ; = _
’ | | | l ;
B ! - . e ol IS =
|

|
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j - A. PEDOMAN UMUM PENETAPAN REVIEW IKU

Indikator Kinerja Utama berdasarkan Penetepan Menteri Negara Pendayagunaan
Apartur negara Nomor PER 09/M/PAN.05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikatot Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran
strategis suatu organisasi. Dimana suatu isntansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator
Kinerja Utama (IKU) dilingkungannnya masing-masing dengan tujuan
—_— I.- Memperolah informasi kinerja yang penting dan diperlukan  dalam

~menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran
1 strategis organsiasi- yang digunakan untuk pebaikan-kinerja dan peningkatan
akuntabilitas kinerja | ! i |
| | | | | |
" | Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi maka setiap isntasi pemerintah |
dituntut untuk menetapakan Indikator K nerja Utama di lingkungan kerja masing—making.
Tuntutan demikian sangat beralasan Karena seringkali terjadi ke!tidakselarasan dalam
l ~ pen té_ﬁé‘n“]'ﬁafé‘aﬁﬂﬁﬁé;fﬁéﬁiﬁ;g'g'ai menyebabkan hasil yang disajukan tidak sesuai dengan
; per;}wcanaan. ; { ' r

— e

| !
| |

M, i

i \
-— - e ——— . g |

Penyusunaﬁm Review fﬁdikator Kinet‘jja Utama (iKU) dlla?ukaﬁ_glgh _setlap mstansi
pemerintah, maka diperlukankoordinasi yang baik dalam tubuh instahsi tersebut sehingga
! ] S A penyuTusnan.[ndikato] Kinerjzl Utama dalam tubuh isntansi tersebut terlaksana dengan baik.

| l o

}
{ [
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Cakupan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap instansi meliputi ondikator kinerja ;
keluaran (Output) dan hasil (Outcome) dengan tatanan sebagai berikut : ' i
1. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tirigkat Kemerliterian
Negara/Departemn/LPND/Pmerintah Propinsi/Pmerintah - Kabupaten/Pemérintah

Kota sekurang-kurangnya adalah Indikator hasil (Qutcome) sIsuai dengan ‘
. | | ‘ |

'kewenangan, tugas dan fungsi |
—d 2 Undikator- Kinerja-Utama (IKU)-pada '-unitu-organisasi--'setingkﬁat Eselon-I-adalah 1
Indikatc}r hasil ( Outeq me) dan atau keluaran (Ouiput) yang setin'F,kat lebih tnggi dari
* keluarat:l (OQutput) unit kerja dibawahnya -, 1
T “3-—Indikatir Kin-grja'-Utéma‘-(-IKU—)--pada--unit‘ organisasi-setingat-Eselon [/satuan ——
kerja/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator Keluaran
'! (OQutput) _,- E t

N % A

- Keberhasilan l:hdikator Kinerja secara mikra ﬁada suatu Lembaga tidak hanya ditentu oleh
sutau isntansi/unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh keberhaslan instansi/unit kerja lain. Oleh
 karenaitu, Indikator Kinerja Utama pada level Lembaga (yang memiliki unit kerja
dibawahnya) harus pada tingkat indkator hasl (Outcome) dan secara bertahap ditingkatkan
pada indkator manfaat (benefit) dan dampak (impact). Untk tingkatunit kerja/satuan kerja,
indkator kinerja yang digunakan harus lebih rinci dan spesifik, namun tetap harus
diperhatikan keselarasan dan keseimbangan engan indkator kiernja unit kerja lain serta
diperhatikan keselaranan dan_ keseimbangan _instansi pemerintah/Lembaga. Dengan
_f demikian mulai dari bagian terkecil suatu organsiasi sampai bagian terbesar sejak awal sudah

selaras satu sama lain sehingga perencanaan isntansi sampai perencanaan nasional dapat
tercapai.,

. DASAR PENETAPAN REVIEW. INDIKATOR KINERJA UTAMA

. . _ 1
| Adapun hal-hal yan tmjjﬂdi bahan p'ertimbangan:;dalam rangka pemlihan dan pemllbtapan Indikator |
e Kinérja Utama Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II adalah sebagai berikut: L —_— i
e Dokumen Rencana Birokrasi Mahkainah Agung yang di?nuat dalam Blue Print (2010-2035) -’
° Dokumen Rencana Strategis Badan Peradilan Umum '

| i

——d .i —Dokumen Rencana Strategis Pe_ngadilan--ncger—i-Ml.;ara Bulian-KelaQHII.(2020-2024) L) T —

Kewenangan tugas dan fungsi serta Peran pengadilan Neg{eri Muara Bulian Kelas 1l yang
] diamanatkan fdalam Undang-Urﬁdang { 1

T [ --*J—Standard-Opérasional-Prosedur@{SOP—)-Pengadilan Negeri Muara Bulian-Kelas Il L

e Ketentuan pelaksanaan A’r'kuntabililas Kinerja Instansi Pemerintah ; r
e Nilai-nilai yang hidup d;alam masyarakat sebagai dasar pelaksanaan hokum materil bagi
] " penyelenggaraan peradilan e

{
|
|
i

Indikator Kinerja Utama B _ . =

| |




e Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 120;’1(1\-1}5!5[(/\{1!202 li__tn::lt_a_{l_g___ggp_tgpan ) !_
Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung ' i

WREVIEW
INDIKATOR KINERJA UTA ANNEGERIIVIUARA
I

| ﬁ?alam pemilihanilndikator Kinerja Utama bagi Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas

1 I1, telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemangku kepentingan

N | (stakeholders) baik secara langsung maupun tidak langsung Selain itu Indikator Kinerja

Utama yang ditetapkan diupayakan untukmemenruhi karekteristik kenerja yang baik

dan cukup memadai guna mengukur kinerja satuan kerja organsiasi. Tolak ukur
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang baikk dan cukup memadai untuk ‘pengukuran
kinerja satuan kerja organsiasi antara lain -

Spesifikasi

Dapat Dicapai |

Relevan '

Menggambarkan keberhasilan

Dapat dikualifikasi dan diukur TR

Indikator kinerja Utama tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan antara
lain :

Perencanaan jangka menengah

Perencanaan Tahunan

Penyusunan Dokumen Petepana Kinerja

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi Kinerja

Pemanatauan dan pengendaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan

o i

Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II telah menetapan review Indikator Kinerja
- dengan matrik sebagai berikut : v ) R S L

|
1
!

I%

T __Indikator Kinerja Utama TR . 15
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SASARAN INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG | SUMBER
KINERJA UTAMA JAWAB DATA
Terwujudnya at. Persentase perkara
Peradilan vang yang diselesaikan tepat x 100%
Pasti, Transparan waktu,
dan Akuntabel. Cititiss
*«  SEMA Nomor .
. Laporan
wdalian Penvelesman Minutas: dan Pemberkasan Bulanan
Panitera dan

an tepal waktu

L Nomor 31 Tahun 19949 tentang

pal waktu menggunakan informi

Pemberatasan T

Laporan

Tahunan

b. Jumlih putusan yvang
mengeunakan
pendekatan keadilan
restoratif,

Catatan :

« Sk Cirektur

16t

Badan

Krestaranf

i Umum.

x 100%

Panitera

Lapor
Bulanan
dan
Laporan

Tahunan

Indikator Ezﬂ._.m Utama

|
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| NO SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG | SUMBER
| KINERJA UTAMA JAWAB DATA
¢ Jumlah perkara vang diselesaiakan dengan restoraktif adalah
perkara pidana yang diselesiukan dengan pendekata restoratif
[ dalimm  perkara, Narkotika melalui penyelesiinn  non penal
_ melalui rehabilitasi _
*  Perkara yang dingukan untuk restoraknuf adalah jumlah perkara
narkotitka vang dinjukan Penyelesainn pendekatan RJ.
¢. Persentase perkara FRrkarava ak mengajutkit o .
yilng Tidak .II..W_:: .....__r_.:._..n...:._n..:.p.” x100% _
m : . Laporan
Mengajukan Upava " o
Hukum Banding Sulanan
Catatan : Panitera dan
*  Jumlah perkara vang k mengijukan upaya hukum banding adalah Laporan
i Jumlah perkara i tahun bernalon vp ot ngajukan upava hukum Tahunan m
_ banding
! * Jumiah perkara vang diselesatkan adalah perkara yang diputus dan
diminutas: pada
d. Persentase perkara i hukams kasas:
yang Tidak Perkard E:sﬂ.ﬁ:_ esalkan X 100%
Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi
th perkara vong tdak mengajukan Upasa Panintera
h perkara tahun benjalan ve t
= Jumlah perkara khusus yang disele
diminutust di tahun berjalan paci peradilan dengan upaya |
hukum kasas:, antura lain pada perkara pidana vang diputus bebas murng
. sengheta permilu. PHI dan pern man perkara perdata
c. Persentase perkara pinyatskati berhiasil L ,
| anak vang S -Aparan
| diselesaikan dengan Bulanan
Diversi. Catatan Janitera dan
* Jumlah perkara divers: vang dinvatakan berhasil adalah pdana anak di Laporan
tat beralan yang diaqukan secara divers valukan berhisul Tahunan
melalin penetapan diversi berhasil
L ]r|. = . 1
. L i 1 ﬁ.i [
L
| | |
Indikator Kinerja Utama
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NO SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG | SUMBER |
KINERJA UTAMA JAWAB DATA |
_ * Jumlah perkara divers) adalah jumlah perkara pidana anak yang dinukan |
diversi
o Peraturan Mahkamah Apung Nomor 4
Pelakxanaan diverss dalam sistem pera
f. Index persepsi pencan
keadilan vang puas dex Kepuasan Pencan keadilan
terhadap layanan ._‘.__u.:.m_: _
peradilan, Calitan REFHESTE
Panitera . Bulana
tMENPAN Nomor RERSEL R el
I -—.-»._
| Tohun:
2 Peningkatan a. Persentase salinan Jiiss dikirim Tepat Wakro i
- . - forahd 2irageh bgatud i : i . - — x 1005
Efckuvitas putusan vang Tumlah putusan Keseluruhan vang dvminutasy/dikinm ‘
Yaryozelol: ; i .
”un nge “:_, A1 disampaikan ke para
cnvelesdlan
o : prthak tepat waktu,
Perkara.
| Catatan : Laporan |
«  Untuk Pens 1 Tk Pertama disampatkan kepada para pihak Bulanan
*  SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penvampatan Salinan dan Peti Panitera dan
| Pulusan. Laporan
| » Jumlah putusan adalah perkara mimutasi vang sudah diputus/dikinimkan Tabiinan
L4 1
*  Surat Dirgen Badidum Nomor 486/ D sl 28 April
2021 Perthal Pengendalian Peny 'y Minutasi dan Pemberkasan
| Perkara
i * Jumlah salman putusan vang dr minutast dan dikirim tepat waktu adalah
_ jumlah penvampann salinan putusan kepada para pthak dengan ke uan
penvampatn vaitu untuk  salinan  atas  perkara  pidana  pes tlan
berkewapban mengirun kepa 1ak sedangkan untuk perkara
- J ﬂ 2 | s
S 1 P 0

Indikator Kinerja Utama
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NO SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG | SUMBER
KINERJA UTAMA JAWAB DATA
perdata pengadilan menyediakan  dengan  jangka  wakiu vang  sudah
ditentukan sesuai dengan ketentuan vang berlaku, _
* Jumlah putusan h perkara yang diputus dan diminutast pada
tahun berjalan
b. Persentase perkara ah Perkara yang disele 100% i
vang disclesaikan T Jumlah Perkara yang dilakik . . _
melalui mediasi. T
* PERMA Nomor | Talhun 201 Prosedur Mediasi di Peng n
* Jumlah yang disclesatkan melalu medasi adalah jumlah perkara vang Panitera Laporan "
wechast dan ‘atakan mediasi berhasil vang dibukukan dengan a Tahunan
perdaminan (putusan perdamaan), Medias: vang tidak dapat diliksanakan
vang telah dinyatakan secara tertulis oleh meditor kepada Hakim Pemeriksa |
| Perkara dianggap sebagai n :
e Jumlah perkara vang dimediast ac erkara perdata gugatan
vang masik terdaftar pada tahun benalan.
3 | Meningkatnya a. Persentase perkara P b ST "_
Akses Peradilan prodeo vang jumiah Perkara yang d _ [ |
bagi Masvarakal diselesaikan, _ Laporan
..a:zr_: %:._ Catatan Bulanan
_._..H._:H..r_,.ﬁwx..r:_. e PERMA Nomor 17 Pembenian Livanan Hukum Panitera dan
Laporan
*  Delinust prodeo sesum di PERMA Nomor | Tahun 2014 tentang Pedoman Tahunan
Pembertan Lavanan Hukum Bag: Masyarokat tidak natmpu ¢ Pengadilan
adalah pembebasan buava perkara
»_Perkara prodeo vang diselesaikan adalals proses penvelesaan prodeo
b. Persentase perkira Porkara yg Diselosatkan dilusr Ged
vang diselesaikan % diajukan Diselesarkan diluar Gedung Pengaddan ¥ 100% Laporan  §
diluar gedung Catatan : Bulanan
pengadilan. * PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Lavanan Hukum Bags Pamtera dan
Masyarakat tidak mampu di Pengadilan _L:ucu.:n
.q o Mluar gedung Pengadilan adalah Perkara vang Diselesaikan diluar gedung Tahunan
% Pengadilan (zetting plantz, sidang kelling maupun gedung-gedung lainnyva)
L

Kinerja Utama
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| SASARAN INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG | SUMBER
| NO KINERJA UTAMA PENJELASAN JAWAB DATA |

c. Persentase pencari “
keadilan golongan .

tertentu vang x 1001
__ mendapat layanan Laporan
bantuan hukum _m_:_ﬂ.:az
(Posbakum). Catatan " .
B : ; Panitera dan
! Lavanan Hukum
Lapor

setiap orang atau kelompok orang vang tuidak Tahunan
dan atan udak niliki akses pada infomasi
rlukan lavanan hukum
ih pencan kead

o Golonpan tertentu a

)

mampy  secara ckonomi

o Jun

| 4 | Meningkatnya Persentase putusan
Kepatuhan perkara perdata vang x 100
Terhadap Putusan | ditindaklanjuti _
m Pengachilan. (dickscekus), !
_, Catatan
e Jumlah ekeskusi vang selesar dhilaksanakan adalith jumlah pelaksa _x.__uc::_
cksckust. Penetapan non excutable harus diangeap sebagar pelaksanaan Bulanan
cksekuse Yo on
. : _ anitera dan
" * Jumlah permohonan cksekusi adalah jumlah permohonan cksekusi vang ) _
| diajukan pihak ditahun berjalan Laporan
| Tahunan

¢ BHT: Berkekuatan Hukum Tetap

n vang dinndakianutt = perkara p
dilaksanakan, perkara vang sudah inkrah dan udak digjukan permohonan
cksekusi

¢ Jumlah putusan perkara perdata vang
permohonan  eksekust vang  ditind
eksekusi, lelang dan pengosongan.

wnan cksckust vang dipat

wdaklanjut {
u denpan
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Ke*)erhasilan eviev Indirator inerja Utama (IKU) secara makro pada stfiatu
lembaga tic'lak hanya ditentukan oleh suatu instansi/unit kerja, tapi dipengaruhi oleh

- kebehasilan instansi/unit kerja. Oleh karena itu Review Indikator'kfnéfja‘ Utama (IKU)

pada level ( yang memiliki unti kerja dibawahnya) harus pada tingkat indikator hasil

(Outcomes) dan secara bertahap ditingkatkan pada indicator manfaat (benefit) dan |

| dampak (Impact). ;
:‘ | ,f i i
_ L - Indikator Kinerja Utama (IKU) yang baik dan cukup memadai untuk mengukur
] | kinerja satuaf kerja organisasii harus memenuhi kriteria antara lain Spesifikasi.dapat

dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan, dapat dikualifikasi dan diukur

- Karenanya Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II telah menetapkan Review

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar dalam penyusuna Laporan Instansi Kinerja
Pemerintah. . '




